BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 397, 2021

KEMENDAGRI. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN
2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Pusat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS
DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian  urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah
Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Kementerian adalah kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang
selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat di daerah.

Sekretaris Gubernur adalah sekretaris daerah karena
jabatannya ditetapkan menjadi sekretaris GWPP.
Perangkat Gubernur adalah perangkat GWPP.

Unit Kerja adalah perangkat Gubernur yang berfungsi
membantu GWPP dalam melaksanakan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas
pembantuan oleh daerah kabupaten/kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah  dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi

dan Perda kabupaten/kota.
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BAB II
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 2
GWPP dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang
dibantu oleh Perangkat GWPP.
Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas membantu GWPP dalam melaksanakan
koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagai upaya
mendukung tercapainya visi misi pembangunan nasional
dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan
bernegara;
Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Sekretaris GWPP.
Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. sekretariat; dan
b. Unit Kerja paling banyak 5 (lima).
Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaksanakan fungsi berdasarkan tugas dan wewenang
GWPP.
Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Ketentuan mengenai susunan organisasi, dan fungsi
Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada GWPP.
Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada GWPP
melalui Sekretaris GWPP.



